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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR L2 TAIIUN 2OL2

TENTANG

PERUBAIIANsTATUsDESAMENJADII(ELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BARITO SELATAIT

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pasal 10 ayat

(2) Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2006 tentang Pembentukan, Penghapusan,
p."gg"U"rg"t b""'' dan Perubahan Status Desa

vren]iai xet t"ttatt sehingga ,p"tly. menetapkan
peralturan Daerah Kabupaten Barito selatan tentang

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada

huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah KabuPaten Barito Selatan'

: l.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Pembentukan DaErah Tingkat II di 
-Kalimantan( Lembar*--N.gu-'a- Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, tairUafran- Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor l82O );

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125'

Tambahan Lernbaran Negara Republik . Indonesia

Nomor44snsebagaiman-atelahdiubahterakhir
dengan Undang-U"dtt'g - Nomor L2 Talrun 2OO8

tentang p"-Jif'"o t<edua Atas Undang-Undang

Nomor32Tahunzoo4tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran 

-Ggu'" 
Republik indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang undangan

( Lembar"" 
-i'd;; 

Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor s2; i";;baharr Lembaran Negara Republik

Ind,onesia Nomor 523a\;



4.PeraturanPemerintahNomorT2Tahun2o0Stentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a587 l;

5. Peratrrran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
- 

lentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 159' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
- 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

*"#" ffiublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang

Organisasi Perangkat Dae-rah (Lembaran Negara

Ref,ublik Indonesia-Tahun 2OOT Nomor 89' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7al );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20Og

tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara
pemeri-ntah, perierintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran

Negara Republik Indonesia 
-Tahun 

2OO7 Nomor 82'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a737 l;

g.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor
4Tahun2oo6tentangsaaanPermusyawaratanDesa
1eeO1 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2006 Nomor 4);

lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2006 tentang Pembentukan' Penghapusan'

Penggabungan b"". dan Perubahan Status Desa

Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN
dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG

DESA MENJADI KELURAHAN

2

MenetaPkan i
PERUBAHAN STATUS



BAB I

I(BTENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Reprrblik lndonesiaTah-rrn 1945-

3. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Barito Selatan.

5. Brrpati adalah Bppati Barito Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabrrpaten Barito

Selatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah.

8. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Barito selatan.
g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah seba.gai Perangkat Daerah di

bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Barito Selatan.

1 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yarLg berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingarl rnasyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L2. KepaJa Desa adalah pimpinan tertinggi di desa dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan
13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

L4. Bad26r Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disingkat BPD, adalah ler,nbaga yang merupakan
perwr{udan dernokrasi dalam penyelenggaraan pernerintahan desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa'

15. peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerakr, yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah

ya16g ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

17. Tim adalah Tim Pembenhrkan, Penghapusan Desa dan Perubahan

status Desa menjadi Kelurahan-
18. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah Desa yang

berubah statusnya rnenjadi Kelurahan'



BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
ke sej ahteraan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PERUBATIAN STATUS DESA MENJADI KELURAI{AN

Pasal 3

(1) Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan didasarkan atas
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat setempat.

(21 Aspirasi masyarakat sebagaimaraa dimaksud pada ayat (1), disetujui
paling sedikit 213 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai
hak pilih.

Pasal 4

(1) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah
status Desa menjadi Kelurahan;

(2) Masyarakat rnengajukan usul perubahan status Desa menjadi
Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;

(3) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul
masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan
kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat tsPD

tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
(4) Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi

Keiurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil
Rapat BPD;

(5) Camat memeriksa perlengkapan Dokumen untuk disampaikan
kepada Bupati;

(6) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati
rrr."rrrgr"kan Tim untuk melakukan observasi ke Desa yang akan
diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan
rekomendasi kepada BuPati;

(7) Perubahan Status Desa menjadi Keluratran ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB TV

SYARAT.SYARAT PERUBAIIAN STATUS DESA MENJADI KELURATIAN

Pasal 5

Luas wilayah tidak berubah;
Jumlah plnduduk paling sedikit 2OOOjiwa atau 400 KK;

Adanya prasarana dan sarana pernerintahT yang memadai bagi

terseienggaranya Pemerintahan Kelurahan, diantaranya :

(1)
(2)
(3)



(4)

(s)

(6)

a. Memiliki Kantor Pemerintahan;
b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
c. Sarana Komunikasi yang memadai; dan
d. Fasilitas Umum yang memadai.
Terdapat potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan
produksi serta keanekaragafiran mata pencaharian;
Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragarrlan status
penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
Meningkatnya volume pelayanan.

BAB V

TATA CARA PERALIIIAN KEKAYAAAN DESA DAN
ADMINISTRASI PEMERINTAIIAN DESA MENJADI KELURAIIAN

Pasal 6

(U Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, mengakibatkan
seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi
kekayaan Daerah Kabupaten Banto Selatan.

(2) Tata cara peralihan aset desa yang berubah statusnya menjadi
kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk
kepentingan masyarakat setempat.

(4) Desa yang berr,rbah status menjadi Kelurahan, maka Lurah dan
Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di
Kabupaten.

(5) Tata cara peralihan administrasi pemerintahan desa yarLg menjadi

kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan berlaku-
(6) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang

diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat

dari jabatannya dengan Surat Keputusan Bupati dan diberikan
penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya setempat

mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

pembiayaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito

Selatan.



(1)

BAB VII

PEMBINAAN DAI{ PENGAUIASAN

Pasal 8

pembinaan dan pengawasEul terhad.ap Perubahan status Desa

*"rr:"ai Kelurahan dilakukan otreh Pemerintah Kabupaten Barito

Selatan.
pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1)

dit"t ot "r, 
melalui lemberian pedoman umum, bimbingan,

pelatihan, arahan dan suPervisi'

BAB VIII

I{ETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap orang mengetahui*y", :nemerintahkan pengun{angan
peraturan |,aerZh Klbupaten Barito selatan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan'

20t2
TAN,

2012

ARIS DAERAII
SEI"ATAII,

a G{rl r./

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR 12

(2)

Diundangkan di Buntok

BARITO SELATAN TAHUN 2OI2



PENJELASAN
ATAS

PERDA KABUPATEN BARITO SELATAN

NoMoR 12 
ffItJ. 

2oL2

PERUBAHANSTATUSDESAMENJADIKELURAHAN

PENJELASAN UMUM

Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur

kehidupan*rrr,r"i.didalarn-masyarakatmencakupdidalamnya
Lembaga(Insfinfiions)danFroses(Process)rlltukmewujudkanhukum
it.r dalarn kenyataan. Hr*tor* *ru*g"i*"r*r. diaaksr*d' berftrngsi s'ebagai

sarana perubahaf masyarakat -tiiri e" A Toot Of Sociat Enggenering) dart

["*r:r"r, untuk menciptakan ketertiban'

Sehubungandenganfungsidantujuanhukumdiatas,perubahan
status Desa ;;r"di'x"t rr*Ir* dimiksudkan untuk meningkatkan

pelayanan Publili guna mempercepat terwuiudnya kesejahteraar,-

masyarakat. sejalan dengan t<etentuan Peraturan Pernerintah Nornor 73

Tahun 2005 tentang Kelurahan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2g Tahuri 2006 teni,ang Pemb_entukan, Penghapusan'

penggabung* o"". dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan'

maka perubahan Grsebut diharapkan daplt mempefpendek rentang

kendali Pemerintahan sehingga-e'"p"t *"*U"titt'o Pelayanan Pqblik

il; *;" aJ"* ,""gt" optiilalisdsi Kineda Aparatur Pemerintah'

Karenaperubahanstatusd,esamenjadiKelurahanmembawa
konsekuensidibidangpernbiayaandanketersediaanaparatur
pemerintah, untuk itu aiatu' p"'"y"' "y1-\*g 

cukup ketat sebagai

syarat Perubahan Status oesameniadlKefurahan' meliputi Luasan

wilayah, .lumlah Penduduk, sarana dan PrasararLa Pemerintah' Potensi

Ekonomi, Kondisi sosial B;;;;, Peralihan Aset dan Peralihan

Administrasi pemerintahan, PJmbiayaan dan Pembinaan serta

Pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, fakta penting.lainnya dalam

ketentuan perubahan Status ;;-; menjadi Keluiahan ini ialah wajib

ad'anyapersetujuandari2l.?*afijumlahPendudukyangmemilikihak
pilih pada D.*';aI;J?" gr*rh starusnya menjadi Kelurahan sebagai
-p"t*":raan demokrasi di tingkat Desa'

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2
CukuP jelas

Pasal 3
AYat (1)

CukuP jelas

*"|!?oasi 
masy araJ<at s-ebanrak zlg d*ijur"l.+.penduduk yang

memiliki hak suar., aip"roreh dengan ""." 
j"j.tt pendapat dan

dinyatakan d.engan 
-irft* isian pttnylttan persetr'{*a'

PerubahanStatusDesamenjadiKelurahan.



Pasal 4
Ayat (1 )

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (a)

CukuP jelas
or"l.l?l* 

dimaksud dengan d,okumen daram ayat in1 ialah seruruh

surat..,,yootdaa.lat.xldatapendukrrngyar}gdiperlukanserta
Berita Acara hasil rapat desa sebagJ kelengkapan usulan

perubahan status desa menjadi kelurahan'

Ayat (6)
CukuP jelas

Pasal 5
Ayat (1 )

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
AYat (a)

CukuP jelas
Ayat (5)

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas

Pasal 6
Ayat (1) 

,,L 7-olzanraqn r7r ' rdi kekayaan Pemerintah
Seluruh kekaYaan desa Yang menJa

Daerah di muat dalam k*i, Inventaris Barang (KIB) yang

terdaiar fu,a" r"*eriniatr Daerah Kabupaten Barito selatan

AYat (2)
Adanya Berita Acara Penyerahan Aset mauptllL Perlengkapan

dari Desa ke Kelurahan, baik Aset yang bergerak dan yang

tidak bergerak'
AYat (3)

CukuP jelas
AYat (a)

CukuP jelas
or"t,l?uor. 

Berita Acara penyerahan urusarl kewenangan desa

bersamadaftarr.*"*g*dgsayarLgdiserahkankepada
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan'

AYat (6)

CukuP jelas



Pasal 7
CukuP jelas

Pasal 8
CukuP jelas

Pasal 9
CukuP jelas

TATYIBAIIAN LEMBARAIT DAERAII KABUPATEIT BARITO SELIITAIT

I{OMOR 4

9


